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NASKAH PUBLIKASI

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Achmad Gunawan

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kedudukan Hak Prerogatif Presiden dalam
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan,
peneliti akan melakukan studi mendalam terhadap pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang tentang hak prerogatif Presiden dalam
pengangkatan dan pemberhentian kepala polisi. Sementara pendekatan konseptual, peneliti
akan mempelajari konsep pemikiran para ahli dalam Hukum Konstitusi terkait dengan hak
prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala polisi. Dalam proses
pelaksanaan hak prerogatif, sebaiknya Presiden benar-benar menyeleksi Calon Kapolri yang
akan dicalonkan. Agar nantinya bisa mendapatkan Calon Kapolri yang berkompeten. Hasil
penelitian menunjukan kedudukan Hak Prerogatif Presiden mengalami perubahan setelah
amandemen UUD 1945. Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
( KAPOLRI ) sebelum amandemen merujuk pada Pasal 10 UUD 1945, dinyatakan bahwa:
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara. Di dalam pasal tersebut dengan tegas menyebutkan Presiden sebagai
Panglima tertinggi Angkatan. Salah satu unsur dari angkatan besenjata adalah Kepolisian,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1997. Maka pasal 10 UUD
1945 sebelum Amandemen dengan tegas menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi wewenang penuh Presiden atau bisa
disebut dengan Hak Prerogatif Presiden.

Kata Kunci: Prerogatif, Pengangkatan dan Pemberhentian, Kapolri



A. Latar Belakang

Pada 10 Januari 2015 Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai
kandidat tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Keputusan Jokowi mengundang kritik
karena keterkaitan Budi dengan kasus rekening gendut pejabat Polri serta pengaruh
Megawati Sukarnoputri, karena Budi pernah menjadi ajudan Megawati saat ia menjadi
presiden. Lalu pada 13 Januari 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro
Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan
lainnya di kepolisian. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan Komjen BG sejak lama
sudah mendapatkan catatan merah dari KPK. Dan pada 14 Januari 2015 Budi Gunawan
dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 111 DPR.

Tanggal 15 Januari 2015 Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
menetapkan  Komisaris Jenderal Komjen Budi Gunawan sebagai calon
kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Keputusan sidang paripurna itu didukung oleh
delapan fraksi yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP.
Sementara Fraksi Demokrat dan PAN meminta DPR menunda persetujuan dengan
sejumlah pertimbangan, antara lain adanya penetapan tersangka Budi Gunawan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tanggal 19 Januari 2015 Budi Gunawan mendaftarkan gugatan pra peradilan terkait
penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 22
Januari 2015 Kuasa hukum Budi Gunawan melaporkan para komisioner KPK ke Badan
Reserse Kriminal Mabes Polri dengan tuduhan membocorkan rahasia negara berupa
laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening
Budi Gunawan dan keluarganya. Pada hari yang sama, PLT Sekjen PDI-P Hasto
Kristiyanto memberikan pernyataan publik bahwa Abraham Samad pernah
mengutarakan ambisi menjadi calon wakil presiden dan bahwa Samad menuduh Budi
Gunawan menggagalkan ambisinya. 25 Januari 2015 Jokowi membentuk tim 9 untuk
membantu mencarikan solusi ketegangan KPK-Polri. 28 Januari 2015 Tim 9
mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut pencalonan Komisaris
Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri karena Budi sudah ditetapkan KPK sebagai
tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Tim bentukan presiden ini memberikan
usulannya untuk mendesak Jokowi agar segera bertindak agar keadaan negara tidak
terombang-ambing. 2 Februari 2015 Sidang gugatan pra peradilan Budi Gunawan
dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 16 Februari 2015 Majelis Hakim PN
Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya
sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum.

Hak Prerogatif Presiden merupakan hak yang dimiliki oleh Presiden dalam
mengambil keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang dinilai penting oleh Presiden,
dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tentang hak-hak yang dimiliki Presiden,
tapi tidak mencantumkan tentang hak prerogatif Presiden secara jelas, hal terpenting
dalam hak prerogatif ini adalah hak Presiden dalam penetapan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pada saat ini Kapolri sebagai institusi Negara sedang dalam
perhatian masyarakat luas, baik kalangan bawah maupun kalangan atas, untuk
memberikan kepercayaan terhadap masyarakat.
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Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara hanyalah kekuasaan administratif,
simbolis dan terbatas yang merupakan suatu kekuasaan disamping kekuasaan utamanya
sebagai kepala pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan Presiden sebagai kepala negara
diatur dalam UUD 1945 Pasal 10 sampai dengan Pasal 15. Kekuasaan Presiden sebagai
kepala negara di masa mendatang selayaknya diartikan sebagai kekuasaan yang tidak
lepas dari kontrol lembaga lain.

Namun demikian Hak Prerogatif yang dimiliki oleh presiden masih menimbulkan pro
dan kontra dikalangan manapun, baik akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum
ketatanegaraan, apalagi dalam penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Presiden mempunyai hak penuh dalam memunculkan calon Kapolri baru yang sekarang
masih diperbincangkan dikalangan masyarakat bawah sampai atas dan diberitakan di
media sosial.

UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur
tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif Presiden. Namun
dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini dilakukan secara nyata, misalnya dalam hal
pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam
istilah Presiden sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam pengangkatan
pejabat negara. Dalam hal ini Padmo Wahjono menyatakan pendapatnya yang akhirnya
memberikan kesimpulan bahwa hak prerogatif yang selama ini disalah pahami adalah
hak administratif Presiden yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dan tidak berarti lepas dari kontrol lembaga negara lain.

Sebagaimana diketahui dalam hal ini calon Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Budi Gunawan yang ditetapkan oleh Presiden dan diloloskan oleh DPR dalam
fit and proper test dan ditetapkan tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi,
menimbulkan kegaduhan dikalangan eksekutif dan legislatif yang terjadi sekarang ini,
dalam kalangan DPR Budi Gunawan layak unutuk menjadi calon Kapolri dan Presiden
hanya tinggal melantik calon Kapolri tersebuttapi komisi pemberantasan korupsi
menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Adapun penanganan
Perkara Budi, menurut wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, diawali dengan adanya
laporan masyarakat. Setelah menerima laporan, KPK melakukan pengumpulan bahan
dan keterangan (Pulbaket) hingga akhirnya disimpulkan layak ditingkatkan ke tahap
penyelidikan dan penyidikan. Berikut adalah kronologi kasus Budi Gunawan:

1. KPK tidak pernah menerima laporan transaksi mencurigakan Budi dari Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tertanggal 23
Maret 2010 itu dikirimkan PPATK ke Mabes Polri.

2. Kemudian, Bareskrim Mabes Polri menindak lanjuti laporan PPATK dengan
melakukan Klarifikasi. Pada 18 Juni 2010, Bareskrim mengirimkan
pemberitahuan hasil penyelidikan transaksi mencurigakan perwira tinggi Polri
atas nama Budi Gunawan ke KPK.

3. KPK baru mendapat informasi transaksi mencurigakan dari masyarakat pada
Juni-Agustus 2010. KPK melakukan kajian serta pengumpulan bahan dan
keterangan (Pulbaket) untuk mendalami laporan masyarakat tersebut.



4. Lalu, pada 2012, KPK kembali memeriksa hasil kajian yang telah dibuat pasca
Pulbaket. Berselang setahun, pada 2013, KPK di bawah kepemimpinan Abraham
Samad melakukan ekspos pertamanya.

5. KPK memperkaya ekspos dengan resume pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Juli 2013. Kajian LHKPN dapat
membantu KPK untuk mengklarifikasi beberapa hal, seperti apakah laporan itu
compliance dengan pelaporan aset atau pelaksaan kewajiban lainnya, apakah aset
yang ada sesuai dengan profil penghasilannya, dan apakah ada potensi atau
indikasi korupsi lainnya.

6. Alhasil, KPK menyimpulkan telah terjadi peristiwa pidana dan perkara Budi
ditingkatkan ke penyelidikan. KPK menduga transaksi mencurigakan yang
dilakukan Budi terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji.

7. Setelah penyelidikan berjalan setengah tahun, KPK kembali menggelar ekspos
pada 12 Januari 2015. Dari hasil ekspos, penyelidik, penyidik, tim jaksa, dan
pimpinan KPK sepakat meningkatkan perkara Budi ke tahap penyidikan.

8. Oleh karena itu, pada 13 Januari 2015, KPK mengumumkan penetapan Budi
sebagai tersangka. KPK telah setidaknya telah memiliki dua alat bukti yang
cukup untuk menetapkan Budi sebagai tersangka.

Dengan demikian, Bambang menjelaskan tidak ada penanganan perkara yang tiba-
tiba di KPK. Selama ini, KPK menahan diri untuk tidak bicara karena proses
penyelidikan sedang berjalan. Demi memastikan proses penyelidikan berjalan baik,
KPK baru mengumumkan setelah Budi resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Hak Prerogatif Presiden dinilai sebagai hak politisasi terhadap calon Kapolri yang ada
saat ini, karena dalam prakteknya semua orang yang dekat erat kaitannya dengan Presiden
akan memiliki jabatan atau kekuasaan yang penting dalam penyelenggaraan negara saat ini,
penyebutan calon Kapolri Budi Gunawan telah menimbulkan berbagai masalah yang muncul
dalam penangananya.

Presiden dalam hal penetapan calon kapolri ketika terjadi masalah dengan calon
Kapolri tidak mencabut keputusannya terbukti dengan tidak langsung mengambil
sikap maupun tindakan ketika Budi Gunawan menjadi tersangka kasus korupsi yang
ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan yaitu Bagaimanakah kedudukan Hak Prerogatif Presiden dalam
penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut ketentuan
Peraturan Perundang-undangan?

C. Metode Penelitian



Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis
penelitian normatif (normative legal research). Nantinya penelitian ini akan mengkaji
konsep hukum, asas-asas, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak
prerogatif Presiden dalam Penetapan Kapolri. Penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.
Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute
approach) dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan Undang-undang ini dilakukan
dengan mengkaji berbagai pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan isu
hukum yang delicti. Pendekatan undang-undang digunakan untuk memahami konsep-
konsep yuridis yang mengatur tentang Hak prerogatif Presiden dalam penetapan
Kapolri.

D. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam penetapan Kapolri menurut
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hak prerogatif Presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk
melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi
dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-
tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok pemerintah
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-
undang, akan tetapi banyak hal-hal lain yang harus dilakukan demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat tersebut. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern
sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut dengan Freises Ermessen,
yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di
dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun Kkesejahteraan masyarakat
tersebut.

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan
kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur). Bagi negara
yang bersifat welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara
maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan
dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Freies Ermessen merupakan kebebasan yang
diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan
dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha Negara
terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang semakin kompleks. Freies Ermessen
merupakan hal yang tidak terelakkan dalam tatanan tipe Negara kesejahtraan modern,
terutama di kala menjelang akhir abad XX dewasa ini. Era globalisasi sesudah tahun 2000
menjadikan tata usaha Negara semakin memperluas penggunaan freies Ermessen yang
melekat pada jabatan publiknya.

Sebagai implikasi dari adanya asas freies Ermessen tersebut maka pemerintah dapat
mengambil tindakan-tindakan atas inisiatif sendiri dalam rangka menjalankan
pemerintahan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pemerintah juga dituntut
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untuk bersikap aktif mengambil inisiatif dalam setiap kegiatan yang mengarah kepada
penciptaan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah maka muncul hak prerogatif, sebagai
hak istimewa untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.

2. Peran dan Wewenang POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri
dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara
di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Polri merupakan alat Negara
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam
melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia
atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan
dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu wilayah negara Republik Indonesia dibagi
dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peaturan Pemerintah
wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut
dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara
Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab
kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian
Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang
bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian
Resort atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang
bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor
yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang
bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos
Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut
situasi dan kondisi daerahnya.

3. Mekanisme dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik
Indonesia.

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang diberikan tugas untuk
menyelenggarakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dan kedudukannya berada di bawah Presiden. Oleh
karena itu, maka Kepala Kepolisian memiliki posisi yang sangat penting dan strategis
dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kepolisian.
Tidak hanya sebagai orang nomor satu di lembaga tersebut, akan tetapi juga karena
kepolisian berada langsung di bawah Presiden maka Kepala Kepolisian juga akan
menjadi orang yang akan sangat dekat dengan Presiden dan akan berada langsung di
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bawah Presiden. Dengan demikian, maka sangat beralasan secara hukum jika
pengangkatan Kapolri menjadi hak dan wewenang Presiden, karena dalam sistem
pemerintahan Presidensial, Presiden sebagai Pimpinan (eksekutif) tertinggi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga menjadi sangat wajar dan beralasan
hukum jika dalam pelaksanaan tugasnya Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam pengangkatan Kapolri, Presiden memiliki hak dan kewenangan yang sangat
besar terutama dalam pemilihan dan penetapannya. Hak Presiden dalam pemilihan
Kapolri terlihat dari kewenangannya untuk menentukan calon yang akan diajukan ke
DPR, dan juga terlihat pada kewenangannya dalam menentukan dan memutuskan tata
cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan Keputusan
Presiden. Demikian juga dengan penetapan atas pengangkatan dan pemberhentian
Kapolri berada di tangan Presiden. Namun hak dan kewenangan Presiden dalam
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri saat ini berbeda dengan hak dan
kewenangannya sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945,
Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pengangkatan dan pemberhentian
Kapolri tanpa persetujuan dari lembaga lain, kewenangan seperti inilah yang sering
disebut dengan istilah hak prerogatif. Pengertian hak prerogatif seperti inilah yang juga
merupakan konsep murni dari sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi setelah
reformasi, dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, kewenangan Presiden
mulai dibatasi, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Perdebatan terhadap perubahan UUD 1945 menjadi sangat serius antara yang setuju
melakukan perubahan dan yang tidak setuju melakukan perubahan. Kekuasaan Presiden
yang diperdebatkan meliputi antara lain: masa jabatan Presiden, kekuasaan Presiden
membuat perjanjian, kekuasaan Presiden mengangkat dan menerima duta, kekuasaan
Presiden memberi pengampunan, kekuasaan Presiden memberi gelar, dan kekuasaan
Presiden mengangkat menteri, membentuk, mengubah serta membubarkan departemen.
Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri menjadi bagian dari ruang lingkup
perdebatan tentang kekuasaan mengangkat menteri, karena Kapolri dan Panglima TNI
dianggap memiliki posisi yang setara dengan menteri, walaupun berbeda dalam banyak
hal.

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan Presiden yang
diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif Presiden, yang dapat
dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan
dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945,
hampir tidak ada kewenangan Presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta
persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan dan
pemberhentian menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI
1945. Namun itupun dalam prakteknya masih sangat dipengaruhi oleh partai-partai
pendukung atau pihak lain yang telah membuat komitmen politik dengan Presiden ketika
suksesi pemilihan Presiden dan wakil Presiden berlangsung. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa saat ini di dalam UUD NRI 1945 tidak ada lagi yang benar-benar
menjadi hak prerogatif Presiden yang dapat dilakukan tanpa persetujuan atau



pertimbangan dari lembaga lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan/ atau lembaga lainnya, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
Dalam UUD NRI 1945 tidak diatur secara tegas tentang pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri. Pengaturan tentang Kepolisian hanya dapat dilihat dalam Pasal
30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan Kketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Kemudian di dalam Pasal 30 ayat (5)
UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan susunan dan kedudukan serta hubungan
kewenangan Kepolisian yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka pengangkatan dan pemberhentian

Kapolri, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan, bahwa pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri diatur dengan tata cara sebagai berikut:

a. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

b. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada
Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

c. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu
paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden
dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

e. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri
dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.

f. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

g. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.

h. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia berdasarkan UUD 1945,
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan sebagai
“single executive”. Pada pokoknya semua kekuasaan yang berasal dari rakyat
dimandatkan dan didelegasikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan itu. Hanya saja kepentingan checks and balances sesuai
dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, kekuasaan rakyat yang tercermin
dalam jabatan Presiden itu dibatasi secara konstitusional dengan cara
menyerahkan sebagian urusan kepada cabang-cabang kekuasaan dan institusi-
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institusi lainnya, seperti MPR, DPR, MK, MA, BPK, dan lembagalembaga atau
komisi-komisi negara yang bersifat independen, termasuk POLRI dalam
menjalankan tugas konstitusionalnya masing-masing.

Kesimpulannya, walaupun mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah
hal khusus Presiden namun hal tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari
DPR RI hal ini untuk mengontrol kerja pemerintah agar tidak semena-mena,
kecuali dalam keadaan mendesak, Presiden boleh memberhentikan sementara
Kapolri dengan mengangkat pelaksana tugas baru kemudian mendapatkan
persetujuan dari DPR.

Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa pengangkatan dan pemberhentian

Kapolri harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini
dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh
pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan
keputusan. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka Presiden dalam hal ini
posisinya hanya mengajukan calon Kapolri kepada DPR, namun jika dalam
waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang, yaitu 20 (dua puluh
hari) sejak diterimanya surat dari Presiden, DPR tidak juga memberikan jawaban
atas surat Presiden, maka calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden dianggap
telah disetujui oleh DPR.
Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga melibatkan lembaga
lain yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dalam Pasal 4 huruf b
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi
Kepolisian Nasional, dinyatakan bahwa salah satu tugas Kompolnas adalah
“memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri”. Lembaga ini dilibatkan karena secara fungsional
Kompolnas berfungsi untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja
Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi
pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan
penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka Kompolnas
memiliki peran yang sangat penting dalam melihat dan menilai kinerja calon
Kapolri untuk dapat diajukan kepada Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka prosedur pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri jika disistematikakan, ditemukan urutan proses sebagai
berikut:

a. Calon Kapolri diinventarisir dan diverifikasi oleh Kompolnas;

b. Kompolnas mengajukan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden;

c. Presiden memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh

Kompolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR
RI untuk mendapatkan persetujuan;
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d. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya
surat Presiden DPR harus memberikan jawaban terhadap usulan Presiden.

e. Calon Kapolri yang telah disetujui oleh DPR ditetapkan menjadi Kapolri
oleh Presiden.

> >
|

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan yang mengatur
tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, jika dilihat dari
pengaturan atau norma yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dipahami bahwa Presiden memiliki
hak dan kewenangan penuh dalam hal-hal sebagai berikut:

a) Menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan
Rakyat. Dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan yang penuh
untuk menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR. Calon-
calon tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi
Kepolisian Nasional, biasanya diinventarisir oleh Kompolnas
kemudian diajukan ke Presiden; selanjutnya Presiden dapat memilih
satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh Kompolnas tersebut
untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk
mendapatkan persetujuan. Namun dalam prakteknya calon kapolri
yang diajukan oleh kompolnas tersebut tidak selalu dijadikan sebagai
dasar dalam penentuan calon yang diajukan ke DPR oleh Presiden.
Dalam konteks ini Presiden dapat saja berpendapat lain dengan
mengajukan calon lain yang tidak diajukan oleh Kompolnas dengan
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b)

pertimbangan tersendiri. (sebagaimana terlihat dalam proses

pengajuan Komjen Tito Karnavian).

Menentukan dan memutuskan tata cara pengusulan atas

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan Keputusan

Presiden. Dalam hal ini undang-undang telah memberikan

kewenangan delegatif kepada Presiden untuk menentukan sendiri tata

cara dan prosedur pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian

Kapolri dengan Keputusan Presiden. Artinya Presiden memiliki

kewenangan yang luas berdasarkan keyakinan dan kemampuan

ikhtiarnya untuk menentukan tata cara dan prosedur pengusulan atas
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Memberikan penetapan atas pengangkatan dan pemberhentian

Kapolri. Dalam hal ini Presiden juga memiliki kewenangan penuh

untuk memberikan penetapan atau tidak memberikan penetapan

terhadap calon Kapolri, walaupun calon tersebut telah disetujui oleh

DPR RI (sebagaimana terlihat dalam kasus Komjen Budi Gunawan).

Dalam kasus Komjen Budi Gunawan, DPR RI telah menyetujui

pengangkatan dirinya sebagai calon tunggal Kapolri melalui sidang

paripurna DPR, kemudian persetujuan tersebut diberikan kepada

Presiden untuk ditetapkan sebagai Kapolri. Namun Presiden tidak

mau menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena

alasan dijadikan sebagai tersangka olen KPK, walaupun status
tersangkanya tersebut kemudian telah dibatalkan oleh Pengadilan.

Dalam hal ini DPR merasa seolah-olah telah dilecehkan

keputusannya oleh Presiden dan meminta Presiden untuk

menetapkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun Presiden tetap
bersikukuh dan tidak mau menetapkan dan melantik Budi Gunawan
sebagai Kapolri, dan kemudian menggantinya dengan mengajukan
calon Kapolri Baru kepada DPR yaitu (Komjen Badrudin Haiti)
untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Berdasarkan hal tersebut

di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain:

a. Telah terjadi konflik atau setidaknya telah terdapat potensi
konflik antara DPR dengan Presiden dalam hal pengangkatan
Kapolri.

b. Presiden telah menunjukkan hak prerogatifnya dalam
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri walaupun dengan
alasan-alasan tertentu.

c. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan
sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri.
Dalam konteks ini juga terlihat dengan jelas kewenangan
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, yang dapat
memberhentikan dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri
dengan alasan keadaan mendesak, jika dianggap perlu dalam
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rangka menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan yang
dipimpinnya.

Pemaknaan hak prerogatif Presiden sebagaimana dilakukan pada masa
sebelum amandemen terhadap UUD 1945, nampaknya menimbulkan
kekhawatiran dari beberapa kalangan, jika diserahkan sepenuhnya kepada
Presiden, maka terdapat kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan yang
dapat dilakukan oleh Presiden karena tidak adanya lembaga negara yang dapat
melakukan kontrol terhadap pelaksanaan hak prerogatif tersebut. Oleh karena
itu, untuk menutup kemungkinan terjadinya tindakan sewenang wenang dari
Presiden dalam pengangkatan Kapolri, maka hal tersebut kemudian diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Hal ini senada dengan pendapat | Gde Pantja Astawa ketika memberikan
keterangan Ahli dari Presiden, dalam uji materi atas gugatan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian) dan Undang-Undang
Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang mengatakan
bahwa “Hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan
Kapolri tidak bersifat absolut”. Sebab hak tersebut diberikan secara atributif
olen UUD 1945 pada Presiden sebagai kekuasaan konstitusional, sehingga
penggunaan hak prerogatif tetap harus dibatasi melalui checks and balances dari
lembaga lain. Selanjutnya | Gde Pantja Astawa mengatakan bahwa hak
prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Hak prerogatif ini disebut
residu karena hak ini merupakan sisa dari seluruh kekuasaan mutlak yang
semula milik raja, kini beralih ke tangan rakyat atau parlemen. Hak prerogatif
mulai beralih ke tangan rakyat karena dipandang sebagai undemocratic and
potentially dangerous. Untuk mengurangi sifat tidak demokratik dan potensi
bahaya dari hak prerogatif tersebut maka penggunaannya dibatasi dengan cara
dialihkan ke undang-undang (UU), kemungkinannya diuji melalui pengadilan,
dan sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu mendengar pendapat atau
pertimbangan menteri.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan hak prerogatif tidak mengandung
karakter residu. Tapi hak prerogatif bersumber dan diciptakan secara hukum
oleh UUD 1945, sehingga hak ini merupakan kekuasaan konstitusional
(constitutional power) dengan prinsip pembatasan kekuasaan (limited
government), dengan tujuan agar kekuasaan konstitusional dapat digunakan
dengan benar, wajar dan pantas secara hukum. Instrumen yang digunakan
adalah melalui checks and balances.

Kemudian Pertanyaan yang muncul dari pendapat di atas adalah apakah sistem
presidensial tidak kehilangan maknanya kalau tidak ada lagi hak prerogatif.
Dalam konteks ini | Gde Pantja Astawa menyatakan, bahwa ketika hak
prerogatif sudah diatur dalam UUD NRI 1945 tidak lagi disebut sebagai hak
prerogatif tapi kekuasaan konstitusional, sehingga UUD NRI 1945 memberikan
kekuasaan atributif pada institusi negara yang namanya Presiden sebagai kepala
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pemerintahan. Hak tersebut diberikan pada Presiden karena dalam sistem
presidensial, Presiden adalah primadonanya.

Selanjutnya | Gde Pantja Astawa menyatakan, UUD NRI 1945 telah
memberikan kewenangan Yyang sangat besar terhadap Presiden untuk
mendapatkan hak prerogatif. Tapi hak tersebut bukan berarti bersifat absolut.
Karena itu founding father Indonesia membuat sistem check and balances untuk
mengimbangi kekuasaan yang besar untuk Presiden agar tidak sewenang-
wenang. Oleh karena itu, sistem presidensil tetap tidak terlepas dari kontrol
lembaga-lembaga lainnya agar pemerintahan berjalan stabil.

Asumsi checks and balances ini juga menjadi pembahasan yang sangat
dominan pada pembahasan tentang perubahan UUD 1945 sejalan dengan upaya
memberikan pembatasan terhadap kekuasaan Presiden. Usulan tentang sistem
dan mekanisme checks and balances ini merupakan salah satu gagasan
perubahan yang ditawarkan dalam sistem politik ketatanegaraan Indonesia.
Usulan ini penting artinya karena selama era dua orde sebelumnya dapat
dikatakan bahwa checks and balances itu tidak ada. Dalam pembuatan undang-
undang misalnya, hampir seluruhnya didomiasi oleh eksekutif, baik proses
inisiatifnya maupun pengesahannya. Selama era Orde Baru tidak pernah ada
RUU datang dari inisiatif DPR. Bahkan RUU yang semula berasal dari Presiden
pun pernah ditolak untuk disahkan oleh Presiden sendiri setelah disetujui oleh
DPR melalui pembahasan bersama pemerintah selama tidak kurang dari 8 bulan.
Hal ini terjadi ketika era Presiden Soeharto dimana menjelang Pemilu 1997,
pemerintah dan DPR menyetujui RUU Penyiaran untuk diundangkan, tetapi
begitu Pemilu 1997 selesai Presiden Soeharto memberhentikan menteri
penerangan Harmoko dan menggantinya dengan Hartono. Harmoko diangkat
menjadi menteri urusan khusus, sedangkan menteri penerangan baru Hartono
ditugaskan untuk mengajak DPR merevisi sebagian isi RUU yang sudah
disepakati bersama itu.

Dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan, dan menafsirkan undang-
undang menjadi begitu kuat adalam sistem politik yang executive heavy karena
tidak ada lembaga yang dapat membatalkan undang-undang. Waktu itu tidak ada
peluang pengujian atas undang-undang oleh lembaga yudisial dalam apa yang
dikenal sebagai judicial review atau constitutional review seperti sekarang.
Review atas undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif
melalui legislative review atau political review, padahal lembaga tersebut
didominasi oleh Presiden.

Itulah sebabnya ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya
amandemen atas UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah
mamasukkan sistem checks and balances antara lembaga legislatif, lembaga
eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara Presiden dan DPR,
maka dominasi Presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR (Pasal 20 ayat 1
UUD NRI 1945). Jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan oleh DPR, sebuah
RUU belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden, maka RUU tersebut sah
sebagai undang-undang dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangi oleh
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Presiden (Pasal 20 ayat 5 UUD NRI 1945). Dalam hal hubungan antara
yudikatif dan legislatif, maka gagasan checks and balances mengumandangkan
usul agar lembaga yudisial diberi wewenang untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar. Inipun kemudian diterima dan dituangkan di
dalam Pasal 24 yang mengatur bukan pengujian isi (uji materi) saja, tetapi juga
pengujian prosedur (uji formal). Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung (MA) menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan
perundangundangan yang di atasnya.

Demikian juga dengan kewenangan Presiden yang lainnya, seperti
Pengangkatan pejabat-pejabat publik seperti anggota BPK (Pasal 23F UUD NRI
1945), Hakim Agung [Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945], anggota Komisi
Yudisial [Pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945] harus dengan persetujuan DPR.
Dalam pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian harus diatur
dengan undang-undang [Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945]. Dalam hal
mengangkat dan menerima duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
(Pasal 13 ayat (2) UUD NRI 1945). Dalam memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam memberi
amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 UUD
NRI 1945). Dalam memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 UUD NRI 1945). Sedangkan
untuk pengangkatan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan
masing-masing tiga orang olen Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD NRI
1945). Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
undang harus dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa keberadaan hak prerogatif Presiden
termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri setelah amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur kembali dengan memasukkan sistem
checks and balances. Dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
harus mendapat persetujuan DPR RI sebagai proses checks and balances nya.
Dengan demikian, maka di samping adanya kewenangan Presiden juga ada
kontrol dari lembaga DPR RI sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia
yang memiliki kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,
sebagaimana dikehendaki sebagai amanah reformasi.

E. Simpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di
simpulkan bahwa kedudukan Hak Prerogatif Presiden mengalami perubahan setelah
amandemen UUD 1945. Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik
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Indonesia (KAPOLRI) sebelum amandemen merujuk pada Pasal 10 UUD 1945,
dinyatakan bahwa: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Di dalam pasal tersebut dengan tegas
menyebutkan Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan. Salah satu unsur dari
angkatan bersenjata adalah Kepolisian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU
Nomor 28 Tahun 1997. Pasal 10 UUD 1945 sebelum Amandemen dengan tegas
menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia menjadi wewenang penuh Presiden atau bisa disebut dengan Hak Prerogatif
Presiden. Setelah Amandemen UUD 1945 terjadi pemisahan Kelembagaan Polri dari
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau TNI yang diatur dalam pasal 30
Ayat (3) dan (4) UUD 1945, yang berbunyi:

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi,
dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dengan diaturnya pemisahan POLRI dari ABRI oleh Pasal di atas dan sudah
tidak relevannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dengan perkembangan
zaman, maka lahirlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam hal
pengangkatan Polri setelah Amandemen merujuk pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kapolri, yang menyatakan Kapolri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

F. Saran

Dalam proses pelaksanaan hak prerogatif, sebaiknya Presiden benar-benar
menyeleksi Calon Kapolri yang akan dicalonkan. Agar nantinya bisa mendapatkan
Calon Kapolri yang berkompeten. Sebaiknya Presiden tidak mengusung atau
mencalonkan Calon Kapolri yang sedang terlibat kasus hukum karena dapat membuat
masyarakat berfikir bahwa Presiden tidak benar-benar menyeleksi Calon Kapolri
dengan baik atau ada unsur negatif tertentu. Jika calon yang diusung sudah tidak baik
atau sedang terlibat kasus hukum, maka jelas DPR punya alasan menolak calon
tersebut karena dapat berdampak buruk untuk kedepannya. Jika calon tersebut bersih
dari kasus hukum dan terbukti lolos dari seleksi maka DPR juga tidak ada alasan
untuk tidak menyetujui calon tersebut karena telah lolos seleksi untuk menjadi Calon
Kapolri.
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